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PENDAHULUAN
Tanggung jawab sosial perusahaan atau

coorporate social responsibility/CSR meru-
pakan sebuah gagasan yang menjadikan peru-
sahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung
jawab yang berpijak pada aspek keuntungan
secara semata, yaitu nilai perusahaan yang di-
reflesikan dalam kondisi keuangan, namun juga
harus memperhatikan aspek sosial dan lingku-
ngannya.

Perkembangan CSR tidak terlepas dari
konsep pembangunan berkelanjutan (sustaina-
bility development). Konsep CSR menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya
terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja
tetapi juga terhadap para stakeholders yang
terkait dan/atau terkena dampak dari kebera-
daan perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan CSR akan
memperlihatkan dampaknya terhadap kondisi
sosial dan lingkungan dan berupaya agar dam-

paknya positif. Perkembangan  CSR juga terkait
dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan
yang terjadi Indonesia maupun dunia, mulai dari
pengundulan hutan, polusi udara, dan air, hingga
perubahan iklim. Pengungkapan tanggung jawab
sosial merupakan salah satu media yang dipilih
untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan
terhadap masyarakat disekitarnya (Reza, 2009).

Perkembangan praktek dan pengungka-
pan CSR di Indonesia juga dilatar belakangi oleh
dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkan-
nya regulasi terhadap kewajiban praktek dan
pengungkapn CSR melalui Undang-Undang
perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal
66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c
disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan
keuangan, perusahaan juga diwajibkan melapor-
kan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan li-
ngkungan.

Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan
kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab
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Abstract: This research describe about synergicity of corporate social responsibility organization
with development program local government in Riau Province. One of government program to
development of Riau Province is Coorporate Social Responsesibility. This Program adjust will
be Rule of the Local No 6 on 2012. The research use the methode are qualitative desciptive
methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based
on real fact. This research use location in Siak Region and researcher collect data from books,
government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan in Bappeda
Riau and implementators program. This research shows that synergicity of corporate social
responsibility organization with development program local government in Riau Province are
have done by implementating, and evaluating programs but not optimally.

Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang sinergisitas organisasi tanggung jawab sosial
perusahaan dengan program pengembangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Salah satu program
pemerintah untuk pengembangan Provinsi Riau adalah Coorporate Social Responsesibility.
Penyesuaian program ini akan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012. Penelitian yang
menggunakan metode ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menganalisis penelitian masalah
dengan menggambarkan subjek dan kondisi objek berdasarkan fakta nyata. Penelitian ini
menggunakan lokasi di Siak Region dan peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan
pemerintah, jurnal, media massa, situs web dan wawancara mendalam dengan informan di Bappeda
Riau dan program implementator. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergisitas organisasi tanggung
jawab sosial perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Riau telah
dilakukan dengan melaksanakan, dan mengevaluasi program tetapi tidak optimal.

Kata Kunci: sinergisitas, tanggung jawab sosial, perusahaan, program pemerintah
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sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang
kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber
daya alam. Selain itu kewajiban pelaksanaan
CSR juga diatur dalam Undang-Undang Pe-
nanaman modal No. 25 tahun 2007 pasal 15
bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur
setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut
serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang me-
miliki jumlah perusahaan yang cukup banyak
adalah di wilayah Provinsi Riau. Perkembangan
perusahaan di Provinsi Riau khususnya mening-
kat pada bidang perusahaan yang bergerak
dibidang kehutanan dan pertambangan. Disatu
sisi perkembangan perusahaan meningkatkan
perekonomian dan menambah pendapatan daerah,
akan tetapi disisi lain perusahaan juga memiliki
tanggung jawab sosial kepada masyarakat khu-
susnya masyarakat tempatan yang berada di de-
kat lokasi perusahaan beroperasi. Oleh karena
itu, Pemerintah Provinsi Riau melakukan kegiatan
pembinaan agar perusahaan melakukan kegiatan
tanggung jawab sosial perusahaan yang didasar-
kan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di Provinsi Riau. Peraturan daerah
ini tentu saja menjadi salah satu acuan hukum
dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial peru-
sahaan di Provinsi Riau agar sinergi dengan
program pembangunan oleh Pemerintah Provinsi
Riau.

Program tanggung jawab sosial perusa-
haan adalah community development, program
kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha
perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa
hutan dan sejenisnya adalah program yang ber-
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra
binaan serta masyarakat dilingkungan perusa-
haan, menciptakan lapangan kerja dan mengu-
rangi kesenjangan sosial dilingkungan mitra
binaan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Pemerintah Provinsi Riau memberikan
kepastian dan perlindungan hukum atas penyele-
nggaraan program tanggung jawab sosial di
Provinsi Riau dan memberi arahan kepada semua
perusahaan dan semua pemangku kepentingan
atas penyelenggaraan program tanggung jawab

sosial perusahaan di Provinsi Riau agar dapat
bersinergi dengan program pembangunan Pe-
merintah Daerah di Provinsi Riau.

Tujuan umum dari tanggung jawab sosial
perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan Peratu-
ran Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012
tentang tanggung jawab sosial perusahaan di
Provinsi Riau, maka program tanggung jawab
sosial perusahaan di Provinsi Riau ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan keles-
tarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusa-
haan sendiri, komunitas setempat maupun pada
masyarakat umum secara efektif dan efisien.

METODE
Penelitian ini merupakan sebuah kajian

yang meneliti mengenai sinergisitas penyeleng-
garaan program tanggung jawab sosial perusa-
haan dengan program pembangunan pemerintah
Provinsi Riau. Selain itu, penelitian ini juga me-
nggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara
mengamati fenomena yang terjadi secara empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dalam Menunjang Pemba-
ngunan di Provinsi Riau dalam proses perkem-
bangannya, maka secara prinsip perusahaan
didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan
keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha
pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan
produksi yang menghasilkan produk berupa
barang dan kegiatan penawaran berupa produk
jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah
mendapatkan keuntungan ekonomi secara mak-
simal dan sedapat mungkin mencegah kerugian
atau menekan kerugian seminimal mungkin.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan
merupakan salah satu penopang dan penggerak
perekonomian nasional. Peranan perusahaan
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi
nasional merupakan bagian dari kontribusi
positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk
barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha
perusahaan, dan pembayaran pajak yang mem-
berikan pendapatan bagi negara merupakan
kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.
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Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya
di bidang industri telah menyebabkan terjadinya
masalah pada lingkungan dan tingkat per-
ekonomian masyarakat yang berjarak dalam
suatu wilayah. Kedaan ini diperparah dengan
kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masya-
rakat dalam permasalahan lingkungan, kesejah-
teraan. Hal ini dikarenakan kultur perusahaan
yang didominasi cara berpikir dan perilaku
ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan
(profit orientate). Perusahaan yang didirikan di
suatu wilayah dan berada di tengah-tengah
masyarakat yang memperoleh keuntungan dari
hasil usaha yang dijalankan seharusnya saat ini
merubah cara berpikir tersebut.

Perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang
hanya mementingkan diri sendiri (selfish) dan/
atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat,
tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang
wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan
lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai
pertanggungjawaban layaknya subjek hukum
pada umumnya. Perusahaan sebagai sebuah
entitas badan hukum memiliki tanggung jawab
sosial perusahaan CSR. Dalam praktiknya se-
lama ini masih terdapat beberapa perusahaan
yang melaksanakan program tanggung jawab
sosial perusahaan / CSR hanya bersifat sukarela
(voluntary) yang tidak memiliki komitmen
berkelanjutan. Survei dari Harian Kompas ten-
tang penerapan tanggung jawab sosial perusa-
haan/ CSR tahun 2007 menyebutkan bahwa
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR
hanya dilakukan ± 30% dari keseluruhan peru-
sahaan yang beroperasi di Indonesia, dan ke-
giatannya sendiri lebih terfokus pada kederma-
wanan (philanthropy) dan kemurahan hati
(charity) dalam rangka membantu korban ben-
cana alam.

Padahal kegiatan tanggung jawab sosial
perusahaan/ CSR merupakan suatu komitmen
bersama yang berkelanjutan dari seluruh stake-
holders perusahaan untuk bersama-sama ber-
tanggung jawab terhadap masalah-masalah
sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR
lebih menunjukkan kepedulian perusahaan
terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih

luas (stakeholders) daripada hanya sekedar
mementingkan kepentingan perusahaan sendiri.
Tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR
berkaitan dengan hubungan antara perusahaan
dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor,
komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga
kompetitornya.

Kepedulian perusahaan sebagai bagian
dari tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR
terwujud dalam komitmen perusahaan untuk
mempertanggungjawabkan dampak-dampak
dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang
sejalan dengan konsep Triple Bottom Line.
Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan/
CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam
perusahaan itu sendiri (internal) contohnya
terhadap karyawan dan ke luar lingkungan
perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan
lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan
lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada
Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/
CSR juga bertujuan sebagai bentuk tanggung
jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari
keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan
perusahaan. Tidak dapat dipungkiri selain
dampak positif yang timbul dari berdirinya
sebuah perusahaan, terdapat pula dampak
negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang
dijalankan sebuah perusahaan.7

Perusahaan yang berbasis sumber daya
alam dalam menjalankan kegiatan industrinya
secara tidak langsung memberikan dampak pada
fungsi kemampuan sumber daya alam. Kewa-
jiban pelaksanaan tanggung jawab sosial peru-
sahaan / CSR yang telah menjadi tanggung jawab
hukum perusahaaan dari segi ekonomis di-
anggap tidak menguntungkan, tetapi jika di-
lakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan
bersifat jangka panjang bukan hal yang mustahil
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jika kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan
ekonomis kepada perusahaan.

Perusahaan dapat membentuk citra (image)
perusahaan yang positif dan hal ini sangat penting
bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti
untuk pemasaran produk dari perusahaan dan
juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para
investor. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan
terjadinya benturan antara tanggung jawab
hukum dan tanggung jawab ekonomi, tetapi
perusahaan harus tetap memperhatikan kepenti-
ngan lingkungan dan masyarakat. Sehingga
perusahaan harus menerapkan konsep tanggung
jawab sosial perusahaan/ CSR dan juga tidak
mengorbankan kepentingan umum.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
/ CSR di Provinsi Riau adalah komitmen Per-
seroan untuk berperan serta dalam pemba-
ngunan ekonomi berkelanjutan guna mening-
katkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komu-
nitas setempat, maupun masyarakat pada umum-
nya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusa-
haan /CSR yang beroperasi di wilayah Provinsi
Riau maka perusahaan tersebut melakukan
berbagai program dan kegiatan dengan me-
ngusung misi yang fokus di berbagai bidang an-
tara lain sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan,
dan budaya. Pemerintah Provinsi Riau mem-
berikan kepastian dan perlindungan hukum atas
penyelenggaraan program tanggung jawab sosial
di Provinsi Riau dan memberi arahan kepada
semua perusahaan dan semua pemangku kepen-
tingan atas penyelenggaraan program tanggung
jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau agar
dapat bersinergi dengan program pembangunan
Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.

Tujuan umum dari tanggung jawab sosial
perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan Pe-
raturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun
2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan
di Provinsi Riau, maka program tanggung jawab
sosial perusahaan di Provinsi Riau ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan keles-
tarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusa-

haan sendiri, komunitas setempat maupun pada
masyarakat umum secara efektif dan efisien. Oleh
karena itu, berdasarkan kondisi empirik, maka
tidak sinergisnya program tanggung jawab sosial
perusahaan dalam meningkatkan pembangunan
di di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu komunikasi antar pelaksana prog-
ram, sumber daya manusia dan tanggapan atau
disposisi perusahaan

Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam
sinergisitas program tanggung jawab sosial pe-
rusahaan terhadap pembangunan di wilayah
Provinsi Riau faktor sumber daya manusia baik
secara kualitas dan kuantitas terutama dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tidak
menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau
nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab
sosial perusahaan dan bagaimana akuratnya
komunikasi dikirim. Jika personel yang bertang-
gung jawab untuk melaksanakan program ke-
kurangan sumberdaya dalam melakukan tugas-
nya.

.
SIMPULAN

Sinergisitas program tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap pembangunan di Provinsi
Riau telah dilaksanakan sejak tahun 2012 akan
tetapi hal tersebut belum terlaksana secara
maksimal terutama dalam kepatuhan perusahaan
untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan. Pelaksanaan program ta-
nggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau
dilakukan untuk memberikan kontribusi peru-
sahaan kepada masyarakat dilingkungan sekitar
perusahaan beroperasi. Selain itu program ta-
nggung jawab sosial perusahaan ini dilakukan
untuk membantu pemerintah dalam menunjang
dan membantu pembangunan di daerah dari sisi
keuangan sehingga hal ini tidak hanya mem-
beratkan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi Riau dan Kabupaten saja. Pe-
laksanaan program tanggung jawab sosial peru-
sahaan di Provinsi Riau dilakukan dan difokuskan
dalam bidang pembangunan kemasyarakatan
yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi
dan sosial budaya masyarakat.
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